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Abstract. Anti-corruption education is essential to be introduced from an early age as an effort to build honest,
disciplined, and responsible character. Elementary school serves as a fundamental stage to instill these values
through the subject of Civics Education (PPKn). This study uses a literature review method by analyzing
relevant sources such as journals, books, and official policy documents. The aim is to identify the role of Civics
Education in integrating anti-corruption values into elementary education. The findings indicate that Civics
Education can serve as an effective medium to foster honesty, care, and responsibility through storytelling,
discussions, and role-play methods. Support from teachers, schools, and families, as well as the development of
contextual learning media, is needed to make anti-corruption values easier to understand and apply by
elementary students.
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Abstrak. Abstrak Pendidikan antikorupsi penting diterapkan sejak dini sebagai upaya membentuk karakter
jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekolah dasar menjadi fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai
tersebut melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini menggunakan
metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan dokumen
kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pembelajaran PPKn dalam
mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dapat menjadi
sarana efektif dalam menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab melalui metode bercerita,
diskusi, dan simulasi peran. Oleh karena itu, di perlukan dukungan guru, sekolah, dan keluarga serta
pengembangan media pembelajaran yang kontekstual agar nilai-nilai antikorupsi lebih mudah dipahami dan
diterapkan oleh peserta didik sekolah dasar.

Kata kunci: Pendidikan antikorupsi, PPKn, sekolah dasar, karakter

. LATAR BELAKANG

Korupsi menjadi salah satu isu penting yang menghambat kemajuan bangsa.
Dampaknya tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga melemahkan nilai-nilai
moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Mengatasi korupsi tidak bisa
dilakukan hanya dengan penegakan hukum, melainkan juga perlu dilakukan secara preventif
melalui jalur pendidikan, terutama sejak usia dini. Sekolah dasar memiliki peran strategis
dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sebagai calon penerus bangsa. Melalui
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peserta didik dapat
dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk nilai-nilai
antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial(Perdana et
al., 2021).

Pendidikan antikorupsi melalui PPKn di sekolah dasar diharapkan dapat menanamkan

kesadaran dan sikap antikorupsi yang menjadi bagian dari rutinitas peserta didik setiap hari.
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Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengkaji bagaimana strategi dan pendekatan
pembelajaran PPKn dapat diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi secara efektif, serta
dukungan apa saja yang dibutuhkan agar implementasinya dapat berjalan optimal di
lingkungan sekolah dasar.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (literature review), yakni
pendekatan yang mengandalkan penelaahan serta analisis terhadap berbagai referensi yang
relevan guna memperoleh data dan informasi yang mendukung kajian topik. Pendekatan ini
digunakan untuk menggali konsep, strategi, serta implementasi pendidikan antikorupsi dalam
pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari
jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, artikel, hasil penelitian terdahulu,
serta dokumen kebijakan pendidikan yang membahas pendidikan antikorupsi, pendidikan
karakter, dan pembelajaran PPKn. Proses analisis dilakukan dengan menerapkan teknik
content analysis, yang dilakukan dengan mengenali pokok-pokok bahasan penting,
mengklasifikasikan ide pokok, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dalam literatur
yang dikaji. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan-pendekatan
pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran yang mengandung muatan

nilai antikorupsi di tingkat sekolah dasar.

. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat dan
negara, berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu serta
mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan (Kusumawati et al., 2023).
Dalam lingkup Indonesia, pendidikan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek
akademis, melainkan juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang
diperlukan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Sektor pendidikan di Indonesia
menghadapi tantangan termasuk ketimpangan dalam akses dan mutu yang memerlukan
perhatian serius dari lembaga pemerintah serta masyarakat untuk menciptakan sistem
pendidikan yang lebih inklusif dan efektif (Zamhari et al., 2023).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya strategis dalam membangun karakter
generasi muda yang berintegritas di Indonesia (Irsyadi & Arifani, 2024). Melalui pendidikan
ini, nilai-nilai seperti kejujuran, akuntabilitas, dan integritas ditanamkan sejak dini, sehingga
generasi muda dapat memahami dampak negatif dari korupsi dan pentingnya hidup sesuai
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dengan prinsip moral. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya
melibatkan kurikulum formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga serta
masyarakat guna membangun lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran nilai-nilai
tersebut (Auliya Tyananda et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi
elemen yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan yang berfokus pada terbentuknya
masyarakat yang lebih berkeadilan dan transparan di masa yang akan datang.

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam materi PPKn di sekolah dasar sangat penting
dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran,
tanggung jawab, dan keadilan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang
terintegrasi dalam kurikulum. Integrasi ini tidak hanya melibatkan pengajaran formal, tetapi
juga pembiasaan nilai dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, sehingga peserta didik dapat
merasakan langsung pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka
(Syahwaliana et al., 2025).

Pendidikan karakter dalam PPKn juga berperan penting dalam membentuk sikap
antikorupsi. Aspek penting dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah meliputi
beberapa strategi yang dapat digunakan. Strategi pertama, guru mengintegrasikan nilai-nilai
karakter ke dalam setiap kegiatan pembelajaran di semua mata pelajaran. Strategi kedua, guru
menggunakan metode khusus untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Salah satu metode yang
efektif adalah dengan menjadi role model atau teladan bagi peserta didik. Strategi ketiga,
guru membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik untuk menerapkan nilai nilai karakter
di sekolah. Proses ini melibatkan diskusi dengan peserta didik untuk menentukan aturan dan
norma yang akan diterapkan di kelas. Strategi keempat, guru memasang himbauan atau
slogan tentang nilai-nilai karakter di kelas atau di seluruh lingkungan sekolah. Misalnya,
poster yang mengingatkan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan sikap saling menghormati.
Strategi kelima, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menunjukkan karakter
baik. Penghargaan ini bisa berupa pujian, sertifikat, atau hadiah kecil yang diberikan sebagai
wujud apresiasi untuk sikap positif yang ditunjukkan oleh peserta didik (Ladiva et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kompetensi dasar PPKn,
peserta didik dapat belajar untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara
yang baik (Wajdi et al., 2025). Proses pembelajaran ini harus dilakukan secara sistematis dan
berkelanjutan, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui tentang korupsi tetapi juga
merasakan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa

pendekatan yang efektif melalui pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan
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kesadaran peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi dan mendorong mereka
untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitria et al., 2023).

Penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn juga mendapat perhatian
internasional sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi di masa depan. Studi oleh
(Salna et al., 2023) menegaskan pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi secara
konsisten di semua tingkat pendidikan, termasuk sekolah dasar, untuk membentuk generasi
muda yang berkarakter antikorupsi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa metode
pembelajaran berbasis nilai-nilai etika yang mencakup kejujuran dan tanggung jawab menjadi
kunci dalam membangun budaya integritas. Tak hanya itu, kerja sama antara lembaga
pendidikan dan masyarakat sipil diyakini dapat menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif untuk penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Pentingnya integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam materi PPKn juga didukung oleh
kebijakan pemerintah yang mengarahkan kurikulum pendidikan untuk mencakup aspek
kewarganegaraan yang bertanggung jawab (Santoso, 2025). Sebuah studi menyatakan bahwa
pendidikan antikorupsi harus menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam kurikulum, bukan
hanya sebagai mata pelajaran terpisah (Hafni et al., 2022). Dengan demikian, peserta didik
tidak hanya memperoleh pemahaman tentang korupsi, tetapi juga diajarkan untuk
menjauhinya dan berperilaku secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan
dapat membangun generasi yang lebih mengerti dan menghargai nilai integritas serta
kejujuran dalam masyarakat.

PPKn memiliki peran yang krusial dalam membangun karakter antikorupsi peserta
didik melalui pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual. Dalam penelitian yang
dilakukan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, ditemukan bahwa metode seperti studi
kasus, diskusi kelompok, dan simulasi peradilan semu sangat efektif dalam meningkatkan
kesadaran dan pemahaman tentang isu korupsi. Melalui studi kasus, mereka dapat
menganalisis permasalahan korupsi yang relevan dengan lingkungan mereka, sehingga dapat
memahami dampak nyata dari tindakan koruptif. Diskusi kelompok memperkuat partisipasi
aktif dan pemikiran kritis, sedangkan simulasi peradilan semu menanamkan kesadaran akan
konsekuensi hukum dari tindakan korupsi (Hasan, 2025).

Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan relevan juga sangat penting dalam
proses pembelajaran PPKn (Safitri, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi media
yang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan dan
motivasi belajar mereka. Misalnya, penggunaan video, artikel berita terkini, atau narasumber
dari lembaga anti-korupsi dapat membuat materi lebih hidup dan aplikatif. Hal ini sejalan
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dengan rekomendasi untuk mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis pengalaman
nyata yang tidak hanya mendidik tetapi juga menginspirasi peserta didik untuk berperilaku
anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Hasan, 2025).

Tantangan dalam penerapan strategi ini sering kali berkaitan dengan keterbatasan
waktu dan fasilitas pendukung. Penelitian mencatat bahwa meskipun ada kendala tersebut,
strategi pembelajaran yang interaktif dan kontekstual tetap memberikan dampak positif
terhadap karakter peserta didik. Oleh karena itu, disarankan agar institusi pendidikan terus
mengembangkan kurikulum PPKn dengan memasukkan elemen pendidikan antikorupsi
secara lebih mendalam dan menyediakan dukungan fasilitas yang cukup untuk mendukung
jalannya proses pembelajaran.

Integrasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila
dilakukan melalui model Problem-Based Learning (PBL), yaitu dengan menyajikan
permasalahan kontekstual yang diselesaikan oleh peserta didik melalui beberapa tahapan
seperti orientasi, diskusi dengan guru dan orang tua, diskusi kelompok, presentasi, dan
evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan
mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan masalah dan berpikir
kritis (Angelia et al., 2022). Misalnya, guru memberikan kasus sederhana seperti “teman yang
tidak jujur saat membagi tugas piket kelas.” Peserta didik diajak mendiskusikan masalah
tersebut secara kelompok, mengidentifikasi nilai yang dilanggar (kejujuran dan tanggung
jawab), serta mencari solusi yang adil dan etis. Selama proses, peserta didik dibimbing untuk
berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara sopan, serta merefleksikan tindakan yang
sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Metode ini mendorong peserta didik terlibat aktif dalam
pembelajaran dan menginternalisasi nilai antikorupsi melalui pengalaman langsung.

Peran guru terhadap pembentukan budaya antikorupsi di sekolah dasar sangat krusial,
terutama untuk membentuk nilai-nilai integritas kepada peserta didik. Guru berfungsi sebagai
teladan yang menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab (Masinambow et al., 2025).
Melalui pengajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, guru dapat membimbing
peserta didik untuk memahami pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam
aktivitas sehari-hari. Penelitian menunjukkan guru bukan sekedar pengajar, melainkan juga
sebagai demonstrator dan inovator dalam menerapkan pendidikan antikorupsi, yang sangat
penting untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini (Kustomo, 2023).

Lingkungan sekolah juga memainkan peranan penting dalam mendukung budaya
antikorupsi (M. Siregar, 2024). Sekolah harus menciptakan atmosfer yang mendorong
perilaku jujur melalui kebijakan yang adil dan transparan. Misalnya, penghargaan untuk
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peserta didik yang menunjukkan perilaku jujur dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka
untuk berperilaku baik. Selain itu, penegakan aturan yang konsisten dan adil di sekolah akan
memperkuat nilai-nilai yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian, lingkungan sekolah yang
mendukung akan memperkuat upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Keterlibatan orang tua juga merupakan faktor penting pada proses pengembangan
karakter peserta didik (Aruan et al., 2021). Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat
meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi. Orang tua diharapkan dapat
mendukung upaya sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab
di rumah. Penelitian membuktikan bahwa keterlibatan orang tua secara langsung dalam
pendidikan antikorupsi anak-anak berkontribusi pada hasil yang lebih optimal. Dengan
adanya sinergi antara guru, sekolah, dan orang tua, budaya antikorupsi dapat tertanam lebih
kuat dalam diri peserta didik.

Secara keseluruhan, pembentukan budaya antikorupsi di tingkat sekolah dasar
diperlukan keterlibatan bersama dari banyak pihak. Guru sebagai teladan nilai-nilai
antikorupsi, lingkungan sekolah yang mendukung, serta keterlibatan orang tua adalah
elemen-elemen kunci dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas. Melalui
pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak sekedar mengenal konsep antikorupsi
melainkan juga menginternalisasikannya di kehidupan sehari-hari mereka.

Tantangan pada penguatan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar mencakup
beberapa aspek penting. Pertama, minimnya pelatihan bagi guru merupakan salah satu
hambatan utama (Santoso, 2025). Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus
mengenai pendidikan antikorupsi, sehingga pemahaman mereka tentang materi ini masih
terbatas. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai
antikorupsi dalam proses pembelajaran sehari-hari (A. A. Siregar & Chastanti, 2022). Selain
itu, terbatasnya bahan ajar tematik juga menjadi masalah, di mana banyak sekolah
kekurangan sumber daya dalam menyediakan materi ajar yang relevan serta menarik bagi
peserta didik. Kesenjangan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi di antara guru dan
peserta didik juga menjadi tantangan, di mana tidak semua pihak menyadari pentingnya
pendidikan ini dalam membentuk karakter generasi mendatang (M. Siregar, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama,
pengembangan modul tematik yang spesifik untuk pendidikan antikorupsi sangat diperlukan.
Modul ini harus dirancang agar sesuai dengan kurikulum dan dapat digunakan oleh semua
guru di berbagai mata pelajaran (Nur, 2021). Selain itu, pelatihan berkelanjutan untuk guru
juga harus diadakan secara rutin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
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guru tentang nilai-nilai antikorupsi serta metode pengajaran yang efektif untuk
menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik (Nestariana, 2023). Sinergi antara
sekolah, pemerintah, serta masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan yang
mendukung pendidikan antikorupsi. Kerjasama ini dapat melibatkan orang tua dan komunitas
dalam memberikan dukungan terhadap berbagai program pendidikan yang dilaksanakan di
sekolah.

Implementasi dari solusi-solusi tersebut akan membantu menciptakan lingkungan
belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Dengan adanya modul tematik yang jelas dan
pelatihan untuk guru, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat diajarkan secara efektif dan
menarik. Selain itu, dukungan dari masyarakat akan memperkuat pesan yang ingin
disampaikan melalui pendidikan ini. Upaya bersama ini bertujuan untuk menanamkan nilai-
nilai kejujuran serta menanamkan integritas sejak dini, sehingga generasi yang aan datang

dapat berkembang menjadi individu dengan karakter antikorupsi yang kuat.

. KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran sentral untuk membentuk generasi penerus bangsa yang
cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang tangguh dan bermoral. Dalam
konteks Indonesia, pendidikan tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, melainkan juga
proses pembentukan nilai dan sikap, termasuk nilai-nilai antikorupsi. Integrasi pendidikan
antikorupsi ke dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar menjadi langkah strategis yang
perlu dilakukan sejak dini. Melalui pendekatan yang menyeluruh baik melalui kurikulum
formal, metode pembelajaran aktif seperti Problem-Based Learning (PBL), hingga
penanaman nilai melalui pembiasaan dalam kehidupan sekolah peserta didik didorong untuk
memahami, menghayati, dan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan
integritas. Peran guru sebagai teladan, lingkungan sekolah yang kondusif, serta keterlibatan
aktif orang tua menjadi pilar penting dalam mendukung upaya ini. Dengan membiasakan
peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap tindakan yang mereka ambil,
pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga menjadi pengalaman
hidup yang bermakna bagi peserta didik.

Namun, upaya ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan pelatihan guru
mengenai pendidikan antikorupsi, kurangnya bahan ajar tematik yang menarik, serta
kesenjangan pemahaman antara guru dan peserta didik menjadi hambatan yang perlu segera
diatasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai
dari penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan modul pembelajaran yang
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kontekstual dan menyenangkan, hingga pelibatan masyarakat dan orang tua dalam proses
pendidikan karakter di sekolah. Kolaborasi ini akan memperkuat efektivitas implementasi
pendidikan antikorupsi serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar tertanam
dalam diri peserta didik. Dengan adanya dukungan menyeluruh dan pendekatan pembelajaran
yang relevan, diharapkan sekolah dasar dapat menjadi tempat yang subur untuk
menumbuhkan budaya antikorupsi, sehingga kelak lahir generasi yang bukan hanya cerdas,
melainkan juga berintegritas tinggi serta siap membangun bangsa yang adil, jujur,
dan bermartabat..
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